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DASAR HUKUM PENANGANAN ODOL

• UU 22 Tahun 2009

• PP 55 Tahun 2012 Pasal 54 dan 55

• PM 33 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12
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1.

2.

3.

UKURAN/DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

PENGAWASAN UJI BERKALA

PM 19 Tahun 2021 Pasal 10 (“Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor

meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis

kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya)

PENGAWASAN OPERASIONAL

PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan 

Penyelenggaraan Penimbangan KB Pasal 5

4.
PENGAWASAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN
PM No. 103 TAHUN 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian

Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan Pasal 4



Pelanggaran Hukum ODOL

(UU 22/20009 Pasal 277)

“Setiap orang yang memasukkan

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan,

dan kereta tempelan ke dalam wilayah

Republik Indonesia, membuat, merakit,

atau memodifikasi Kendaraan Bermotor

yang menyebabkan perubahan tipe,

kereta gandengan, kereta tempelan, dan

kendaraan khusus yang dioperasikan di

dalam negeri yang tidak memenuhi

kewajiban uji tipe sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh

empat juta rupiah)”.
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Penyebab Kerusakan Jalan

Penyebab Pencemaran Udara

Penyebab Kemacetan

TERHADAP INFRASTRUKTUR DAN POLUSI UDARA
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ZERO ODOL 2023

KETENTUAN DIMENSI
BAK MUATAN TERBUKA (DUMP TRUCK)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  

NOMOR KP.4413/AJ.307/DRJD/2020
TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

(1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai
dengan 5.000 kg)

(2) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI 
sampai dengan 8.500 kg)

(3) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai
dengan 16.000 kg)
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KETENTUAN DIMENSI
BAK MUATAN TERBUKA (DUMP TRUCK)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  

NOMOR KP.4413/AJ.307/DRJD/2020
TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

(4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai
dengan 24.000 kg)

(5) Konfigurasi Sumbu 11.22
(JBI sampai dengan 30.000 kg)

ZERO ODOL 2023



ZERO ODOL 2023
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KETENTUAN DIMENSI
BAK MUATAN TERBUKA DILENGKAPI TERALIS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  

NOMOR KP.4413/AJ.307/DRJD/2020
TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

(7) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)
dilengkapi teralis samping

(8) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg) 
dilengkapi teralis samping

(9) Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 
kg) dilengkapi teralis samping



ZERO ODOL 2023
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KETENTUAN DIMENSI
BAK MUATAN TERBUKA

(1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.000 kg) (2) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  

NOMOR KP.4413/AJ.307/DRJD/2020

TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

(3) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg) (4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)



PROSES PENANGANAN ODOL

2017

2018

2019

• Kebijakan bebas ODOL diluncurkan

• Asosiasi minta penundaan ke 2018 dan telah disepakati

• Kesepakatan K/L dan Asosiasi

• Sosialisasi bebas ODOL

• Perbaikan layanan di UPPKB (jembatan timbang)

• Akreditasi UPUBKB

• Pelarangan BUMN menggunakan kendaraan ODOL

• Pelarangan APM mendisplay & menjual kendaraan ODOL

• Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021

• Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting

• Pemotongan kendaraan over dimensi

• Pemprosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)

• Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL
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2020
• Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & 

Asosiasi Industri dengan Kesepakatan bebas ODOL 2023

• Pelaksanaan bebas ODOL di Tol Jakarta – Bandung

• Pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan Penyeberangan Merak-

Bakauheni & Ketapang- Gilimanuk

• Penegakan Hukum P21 Pasal 277 UU LLAJ 2009



PROSES PENANGANAN ODOL

2021

2022

• Pengembangan sistem e-Inforcement

• Pengembangan integrasi sistem

• Pembentukan Database Bank Pengemudi

• Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 

• Pembuatan Peraturan Baru yang mendukung mekanisme penegakan hukum

• MoU Menhub, Menperin, MenPUPR, Mendag, dengan Kapolri

• Pembentukan Command Center Penegakan Hukum ODOL

• Pengembangan ETLE (Electronic Transport Law Enforcement)
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2023

• Implementasi peraturan baru terkait rancang bangun, dimensi kendaraan, JBI, dll

• Penanganan permasalahan di hulu (karoseri, perusahaan bus dan tempat lainnya)

• Penerapan sanksi denda tertinggi dilihat dari data pelanggaran kendaraan secara

elektronik

• Evaluasi Penegakan Hukum Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang secara

elektronik

• UPPKB menjadi Big Data jenis komoditi dan asal-tujuan

kendaraan angkutan barang

• UPPKB akan dikembangkan menjadi Rest Area

pengemudi kendaraan angkutan barang



REALISASI DAN EVALUASI

PENANGANAN ODOL 2022

.

Jenis Pelanggaran terbanyak yang dilakukan KAB
adalah pelanggaran daya angkut, KAB dengan
kelebihan muatan 5%-40% mendominasi
pelanggaran daya angkut.

Sejak bulan Mei, jumlah kendaraan yang
diperiksa cenderung meningkat.



JUMLAH ANGKUTAN BARANG
TERLIBAT KECELAKAAN

Satuan: Orang

Satuan: Kendaraan
Korban MD Korban LB Korban LR

Sumber: Korlantas POLRI

Jumlah korban kecelakaan sejak pandemi covid-19
Tahun 2020 meningkat rata – rata 5% setiap tahun.

Jumlah kendaraan  Angkutan Barang yang terlibat

kecelakaan  setiap  tahunnya  rata  – rata  20%  dari
jumlah kejadian kecelakaan.



1. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan 
Pelabuhan

2. Penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas

3. Tingginya biaya perawatan insfrastruktur

4. Berpengaruh pada proyek kerjsa sama
pemerintah dan badan usaha insfrastruktur
jalan

5. Mengurangi daya saing internasional karena
kendaraan muatan dan dimensi berlebih tidak
bisa melewati poslintas batas negara (tidak
dapat memenuhi Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN)

6. Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan
barang

7. Tingginya biaya operasi kendaraan

8. Menyebabkan kerusakan komponen kendaraan

9. Memperpendek umur kendaraan

10. Menimbulkan polusi udara yang berlebihan

Dampak yang Ditimbulkan oleh Kendaraan
dengan Muatan dan Dimensi Lebih



SOLUSI ODOL,KENDARAAN MULTI AXLE



DATA PERBANDINGAN

KENDARAAN

Sumber : DPP ORGANDA



MEREK TIPE JBB JBI
BERAT 

CHASSIS

ESTIMASI 

BERAT 

KENDARAAN

DAYA 

ANGKUT

BARANG

ESTIMASI 

KENAIKAN DAYA 

ANGKUT 

PENGGERAK 8X2 

TERHADAP 6X2

TATA

PRIMA LX 3123 T 

69WB CAB CHS 

(8X2) M/T

31.000 30.000 9.000 12.440 17.380

MITSUBISHI

FUSO FN61FL 

(6X2) M/T    

(panjang 11.925)

26.000 24.000 7.340 10.780 13.040 33%

MITSUBISHI

FUSO FN61FS 

(6X2) M/T   

(panjang 8.475)

26.000 24.000 6.706 10.146 13.674 27%

HINO
FL8JW1A-BGJ 

(6X2) M/T
26.000 24.000 6.985 10.425 13.395 30%



TANTANGAN YANG HARUS DI SELESAIKAN

kawasan industri 23

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ODOL

Kebijakan toleransi muatan bahan

pokok dan barang penting

Penerapan e-manifest

dan e-tilang

Perbaikan layanan, peningkatan

kompetensiSDM, dan penerapan

teknologi di UPPKB

Pengaturan daya dukung jalan

dan jembatan (kelas jalan)

Pengawasan & Gakkum ODOL

di Pelabuhan

Pengawasan dan Gakkum ODOL

di Jalan Tol

E – Tilang / Cashless



Sistem JTO

Bukti Lulus Uji Elektronik
(BLUE)

PENINGKATAN LAYANAN DENGAN DUKUNGAN
TEKNOLOGI INFORMASI

E – Tilang / Cashless

SistemWeigh InMotion

Speed Counting Truck

Detector

E - Manifest

PeningkatanSistem
JTO agar terkoneksi
dengan BLUE agar

memudahkanpetugas
dalam pendataan

kendaraan angkutan
barang

Penerapan E-Tilang digunakan
untuk mengurangi

penggunaanuang cash dan
menghindari terjadinya

pungutan liar.

Vehicle DimensionSensor

Sensor Dimensi :
- Panjang
- Lebar
- Tinggi
- Jarak Sumbu
- Julur depan
- Julur belakang
- Konfigurasi

sumbu

SpeedCounting &
TruckDetector :
- Penghitungan

LHR
- Kecepatan Kend
- Merekam

kendaraan yang
tidakmasuk
UPPKB

DatabaseLogistik Kendaraan:
- Identitas Kend
- Identitas Pemilik Barang
- Identitas Pengemudi
- Jenis komiditi
- Asal & Tujuan
- BeratMuatan

SistemWeigh InMotionyaitu sistem
penimbanganyang dilakukandengan

cara melintasiWIMdan bisa
dipindahkandari satu tempat ke

tempat yang lain.

Sistem JTO dikembangkanuntukmempermudah
proses pendataan, danpengawasanagkutanbarang.
Dalam sistem JTO terdapatdata kendaraan,muatan,

penimbangan, danpelanggaran yang terkoneksi
denganpusat data yang terdapat diDitjenHubdat.
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PILOT PROJECT PEMASANGAN WEIGH IN MOTION (WIM) STATIS

1. UPPKB Balonggandu, Jawa Barat oleh PT. Struktur Pintar Indonesia - Proses pemasangan
2. UPPKB Kulwaru, DI Yogyakarta oleh PT. LEN Industri - Baru Terbit Rekomendasi dari BBPJN
3. Jalan Tol, Banten oleh NTS International - Mobilisasi alat dari Rusia

PENGGUNAAN TEKNOLOGI WEIGH IN MOTION (WIM)

Pengadaan Weigh in Motion portable
(Tahun 2020 –10 Unit)
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PENEKANAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN ODOL

Monev ke

Perusahaan 

Karoseri dan Dealer

Mengevaluasi SKRB 

dan Mencabut SRUT

Untuk memastikan kesesuaian SRUT yang telah diterbitkan dengan unit 

kendaraan bermotor yang diproduksi. Dari hasil monev tersebut pernah

ditemukan unit kendaran baru yang Over Dimensi, setelah ditelusuri

melalui database terbukti dilakukan penambahan tinggi bak setelah

petugas penguji melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik.

Sebagai bentuk teguran terhadap adanya pelanggaran tersebut dengan

melakukan evaluasi berupa pembekuan sementara waktu SKRB yang 

digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SRUT selama maksimal 6 

bulan dan tidak diperbolehkan untuk memproduksi unit sesuai dengan

SKRB tersebut selama masa evaluasi. 

Sedangkan SRUT yang telah terbit dicabut dan akan diterbitkan kembali

dalam bentuk revisi SRUT setelah unit tersebut disesuaikan kembali

ukurannya dengan dilakukan pemeriksaan fisik ulang oleh BPTD wilayah 

setempat.



PELARANGAN KENDARAAN ODOL KEPADA APM DAN DEALER



CONTOH PENYAMPAIAN EVALUASI SKRB DAN PENCABUTAN SRUT



Stiker sebagai salah satu tanda/bukti telah dilakukan pemeriksaan fisik. 

Tujuan pemasangan stiker adalah untuk mengurangi adanya indikasi

penggantian bak muatan terbuka, bak muatan tertutup, tangki, kereta

tempelan dan kereta gandengan setelah dilakukan pemeriksaan

keseuaian fisik kendaraan bermotor oleh BPTD wilayah setempat.

STRATEGI DAN PENANGANAN ODOL

PENGGUNAAN 

STIKER 

PEMERIKSAAN 

FISIK



STRATEGI DAN PENANGANAN ODOL

Normalisasi dapat dilakukan melalui mekanisme penindakan atau

kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukan permohonan ke BPTD 

serta UPUBKB wilayah setempat. Hal ini dimaksudkan agar kendaraan

yang Over Dimensi dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

sesuai ketentuan yang berlaku dengan dibuktikan diterbitkannya SRUT 

sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan uji berkala (KIR). 

NORMALISASI 

KENDARAAN 

BERMOTOR

1
PELAKSANAAN 

NORMALISASI 

UNTUK KENDARAAN 

PRODUKSI SEBELUM 

TAHUN 2019

Kendaraan yang

tidak memiliki Buku 

Uji/KIR

Kendaraan yang 

memiliki Buku Uji/KIR
2





LULUS

TIDAK LULUS

Pemohon :
Pemilik kendaraan www.ujitiperb.dephub.go.id Pemeriksaan Fisik   Oleh 

BPTD Setempat

BAP
Pemeriksaan Fisik

Direktorat Sarana 
Transportasi Jalan

Penerbitan SRUT

Kendaraan yang dimensinya belum sesuai ketentuan akan diberikan waktu
perbaikan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja

Kantor BPTD

Penerbitan BILLING SRUT

http://ujitiperb.dephub.go.id/


JUMLAH KENDARAAN

Belum Normalisasi 1121

Sudah Normalisasi 333

1454

KENDARAAN YANG TERJARING 

PADA TAHUN 2021

Januari 32

Februari 124

Maret 155

April 64

Mei 12

Juni 97

Juli 63

Agustus 77

September 49

Oktober 59

November 102

Desember 13

KENDARAAN YANG TERJARING 

PADA TAHUN 2022

Januari 94

Februari 96

Maret 119

April 93

Mei 6

Juni 5

Juli 20

Agustus 8

September 14

Oktober 7

November 14

Desember 5

KENDARAAN YANG TERJARING 

PADA TAHUN 2023

Januari 2

Februari 4

Maret 1

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

END
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